ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan hukum pidana dan pertimbangan hakim dalam
kasus pelanggaran izin distribusi obat keras farmasi di Indonesia, dengan fokus
khusus pada fenomena pengabaian fakta persidangan dalam proses pengambilan
keputusan. Permasalahan ini menjadi krusial mengingat maraknya peredaran obat
keras tanpa izin yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat, serta
adanya inkonsistensi putusan pengadilan yang menimbulkan Kketidakpastian
hukum. Analisis dilakukan terhadap kerangka hukum yang mengatur distribusi obat
keras, implementasi sanksi pidana, serta dampak inkonsistensi pertimbangan hakim
terhadap kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif
dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, didukung dengan studi
komparatif terhadap putusan-putusan pengadilan terkait kasus serupa dalam
rentang waktu terdekat. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran
dokumen hukum, putusan pengadilan, dan wawancara mendalam dengan praktisi
hukum serta ahli di bidang farmasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya
kesenjangan signifikan antara ketentuan perundang-undangan dengan praktik
penegakan hukum, terutama dalam hal pertimbangan hakim yang tidak
komprehensif. Ditemukan bahwa pengabaian fakta persidangan oleh hakim
berpotensi menciderai prinsip keadilan dan menghasilkan putusan yang tidak sesuai
dengan semangat perlindungan kesehatan masyarakat. Analisis juga
mengungkapkan kelemahan sistemik dalam pengawasan distribusi obat keras dan
penegakan hukumnya, termasuk kurangnya koordinasi antar lembaga terkait dan
lemahnya sistem monitoring pasca putusan pengadilan. Penelitian ini
merekomendasikan perlunya penguatan mekanisme pengawasan judicial melalui
pembentukan unit khusus di Mahkamah Agung yang fokus pada kasus-kasus
farmasi dan kesehatan. Standarisasi pertimbangan hakim dalam kasus farmasi perlu
diwujudkan melalui pembuatan pedoman teknis yang komprehensif. Pembaruan
regulasi terkait sanksi pidana distribusi obat keras juga diperlukan, dengan
mempertimbangkan aspek preventif dan kuratif. Peningkatan kompetensi hakim
dalam memahami kompleksitas kasus farmasi menjadi prioritas melalui program
pelatihan berkala dan sertifikasi khusus. Implikasi teoritis penelitian ini
memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum pidana khususnya dalam
konteks kejahatan farmasi, sementara implikasi praktisnya menyediakan kerangka
acuan bagi reformasi sistem peradilan pidana dalam penanganan kasus farmasi.
Keterbatasan penelitian terletak pada cakupan geografis yang terbatas pada wilayah
hukum tertentu, sehingga diperlukan penelitian lanjutan dengan skala yang lebih
luas untuk validasi temuan.
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